
WALIKOTA PALOPO 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO 

NOMOR 1 3  TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO 

NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menirnbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kata Palopo telah 
menetapkan Pera tu ran Dae rah Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha, masih belurn 
mengakomodir beberapa jenis usaha yang menjadi objek 
Retribusi Jasa Usaha serta tarif Retribusi Jasa Usaha 
yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan kondisi ekonomi saat ini, sehingga 
Peraturan Daerah Kota Palo po Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan ditinjau 
kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan dalarn huruf a, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha. 

I. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari 
Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Marnasa dan Kata Palopo 
di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4268); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Mengingat 









6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 25 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 
ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal26 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan l (satu) bagian yakni bagian 
ketujuh A dan ditambahkan l (satu) Pasal yakni Pasal 26 A sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

Bagian Ketujuh A 
Retribusi Hasil Penjua1an Produksi Usaha Daerah 

Pasal 26 A 

Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kata Palopo. 

. JUDAS AMIR 

Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 28 Desember 2 0 1 7  
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Diundan kan di Palo ,u p 

pada tari/!,gal 28 Desember 2017  

Pit. SE ARIS DAERAH KOTA PALOPO, 

JAM LUDDIN 

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 1 3  

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVJNSI SULAWESI 

SELATAN B.HK .HAM .13 .231 .17 






















